KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI) Tahun 2009 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan ini disusun atas dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh ANRI pada Tahun 2009 serta sesuai dengan Keputusan Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian
kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi ANRI dengan mengacu
kepada Rencana Strategis ANRI (Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Bidang Kearsipan Tahun 2004-2009).

Diharapkan LAKIP ANRI ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja ANRI dan

dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan ke depan.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan
bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita
hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas
dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2009 ini disusun berdasarkan Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam
rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan
LAKIP sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang

dituangkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah
dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga legislatif dan merupakan sarana evaluasi
atas capaian kinerja (performance results) ANRI dalam melaksanakan visi dan

misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja ANRI selama tahun 2009. Capaian Kkinerja
tahun 2009 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance
agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan ANRI dalam tugas pokok dan fungsinya
dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang
kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja di masa datang.
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1.1.

1.2.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur
penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi
dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang
merupakan satu kesatuan vyaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja,
pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap
lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan
dalam LAKIP.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga kearsipan nasional,
berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala
nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan perseorangan. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, ANRI
bertugas untuk melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap
pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah
kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi. Di samping itu, untuk mempertinggi

mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI sebagai penyelenggara kearsipan



nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Dalam hal ini pula, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan arsiparis
melalui upaya pengadaan arsiparis, pengembangan kompetensi dan keprofesionalan
arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan
pelatihan kearsipan, pengaturan peran dan kedudukan hukum arsiparis dan

penyediaan jaminan kesehatan dn tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.

ANRI merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia,
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor 09 Tahun 2009.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas ANRI mempunyai

fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;

2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;

3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang
kearsipan;

4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas ANRI mempunyai
peranan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kearsipan;

2. Penetapan dan penyelenggaraan Kearsipan Nasional untuk mendukung

pembangunan secara makro;



Penetapan sistem informasi di bidang kearsipan;

Peranan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan;

b. penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah sumber arsip;

Dalam era globalisasi ini, peranan dan fungsi ANRI sangat dibutuhkan keberadaannya,

baik oleh pemerintah, swasta, peneliti maupun masyarakat. Peranan dan fungsi ANRI

tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia

kearsipan yang berkembang pesat saat ini, terutama yang berhubungan langsung

dengan masalah-masalah yang aktual dewasa ini antara lain :

1.
2.
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Pemilihan Umum, baik legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden;
Pemilihan Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota;

. Masalah-masalah perbatasan, baik antara negara, provinsi maupun

kabupaten/kota di laut maupun di darat;

. Masalah kedudukan pulau-pulau terluar Indonesia;

. Penyelamatan dan pelestarian arsip Kabinet Indonesia Bersatu;
. Program Layanan Masyarakat Sadar Arsip;

. Program Arsip Masuk Desa;

. Penyusunan peraturan pelaksanaan dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan;

. Pelindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan arsip dari bencana.



Secara struktur organisasi ANRI dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Lampiran
Peraturan Kepala ANRI

Nomor 09 TAHUN 2009 e
SEKRETARIAT
UTAMA
INSPEKTORAT
| | |
BIRO BIRO HUKUM & BIRO
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN UMUM
DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG
| PEMBINAAN ~.  —| KONSERVASI 1 INFORMASI DAN
KEARSIPAN ARSIP PENGEMB SISTEM
; KEARSIPAN
DIREKTORAT PUSAT PUSAT DIREKTORAT
— AKREDITASI DIKLAT JASA — AKUISISI PUSJIBANG
DAN PROFESI KEARSIPAN KEARSIPAN ] SISTEM
KEARSIPAN KEARSIPAN
DIREKTORAT
| | PENGOLAHAN
DIREKTORAT PUSJIBANG
KEARSIPAN SISTEM
PIISAT DIREKTORAT ] INFORMASI
—| PRESERVASI KEARSIPAN
DIREKTORAT
KEARSIPAN
DAERAH DIREKTORAT
—| PEMANFAATAN

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dibantu oleh
Sekretariat Utama dan 3 (tiga) Deputi, yaitu Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
Deputi Bidang Konservasi Arsip; dan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan

Sistem Kearsipan.

Pelaksanaan tugas ANRI dilaksanakan oleh satuan-satuan organisasi tersebut di atas,

yaitu:

1. Sekretariat Utama, melaksanakan tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di

lingkungan ANRI.



Sekretariat Utama terdiri dari:
a. Biro Perencanaan;
b.  Biro Hukum dan Kepegawaian;

C. Biro Umum.

2. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, melaksanakan tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kearsipan nasional.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan terdiri dari:
a. Direktorat Akreditasi dan Profesi Kearsipan;
b.  Direktorat Kearsipan Pusat;

C. Direktorat Kearsipan Daerah.

3. Deputi Bidang Konservasi Arsip, melaksanakan tugas merumuskan dan
melaksanakan Kebijakaan di bidang konservasi arsip secara nasional.
Deputi Bidang Konservasi Arsip terdiri dari:
Direktorat Akuisisi;

a

b.  Direktorat Pengolahan;
C Direktorat Preservasi;
d

Direktorat Pemanfaatan.

4. Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, melaksanakan
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan
pengembangan Sistem Kearsipan Nasional.

Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan terdiri dari:
a.  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan;

b.  Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan.

Selain itu terdapat tiga unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Kearsipan, Pusat Jasa Kearsipan dan Inspektorat, dengan tugas sebagai
berikut:
1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan mempuyai tugas menyusun program
dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kearsipan.

2. Pusat Jasa Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program di
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1.3.

1.4.

bidang jasa kearsipan.
3. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas di lingkungan ANRI.

MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2009

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntunan kepada semua instansi
pemerintah untuk menyiapkan LAKIP sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas

kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu Sistem AKIP.

Maksud dan tujuan LAKIP ini adalah sarana penyampaian pertanggungjawaban
kinerja kepada instansi pemerintah dan kepada publik yang diwakili oleh lembaga
legislatif dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja ANRI dalam
melaksanakan visi dan misinya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa

datang.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja ANRI selama tahun 2009. Capaian kinerja (performance results) tahun 2009
tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement)
sebagai tolok ukur keberhasilan ANRI dalam tugas pokok dan fungsinya dalam
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang
kearsipan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI adalah sebagai berikut :

Bab I—- Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil ANRI dan menjabarkan
maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2009.

Bab I1- Rencana Strategis, menjelaskan muatan Rencana Strategis Arsip Nasional
Republik Indonesia (Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
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Kearsipan Tahun 2004-2009) dan Penetapan Kinerja Tahun 2009.

Bab Ill-Pencapaian Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan
pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban kinerja terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2009.

Bab 1V — Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2009 dan menguraikan rekomendasi
bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.






BAB 11
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis ANRI tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 01
Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
Kearsipan Tahun 2004-2009. Pada hakikatnya rencana strategis merupakan upaya
terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya
melalui program dan kegiatan kebijakan pembinaan, penataan, perbaikan,
penerbitan, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, dan penyusunan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah enam kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor
110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

VISI DAN MISI
Visi Arsip Nasional Republik Indonesia adalah “Arsip sebagai Simpul Pemersatu

Bangsa.”

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perjalanan bangsa. Melalui arsip kita
dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini
mulai dari Sabang sampai Merauke. Arsip mengandung informasi yang berisi bukti
historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan
mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).



Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi ANRI sebagai berikut:

1.

Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan
pembangunan;

Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;

Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka
Negara kesatuan Republik Indonesia;

Memberikan akses kepada publik untuk kepentingan pemerintahan,
pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat
sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi

kemaslahatan bangsa.

Di dalam mewujudkan visi dan misi ANRI, sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI

serta kewenangan yang ada, ANRI telah menetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan jangka menengah di bidang kearsipan yang tertuang dalam Peraturan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pokok-

pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Kearsipan Tahun 2004 — 2009

sebagai berikut:

1.

Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, visi dan misi ANRI, tujuan pembangungan
bidang kearsipan adalah terwujudnya pengelolaan arsip dinamis demi
tercapainya manfaat arsip bagi kehidupan organisasi, masyarakat maupun
kemaslahatan bangsa yang lebih luas, serta penyelamatan dan pelestarian arsip
statis sebagai landasan pembinaan pengembangan di bidang kearsipan yang
lebih efisien dan efektif dalam usaha menjadikan arsip sebagai sumber
informasi, bukti akuntabilitas nasional, memori kolektif bangsa, jati diri bangsa
dan sebagi simpul pemersatu bangsa.

Sasaran

1) Tersedianya payung hukum sebagai landasan operasional terhadap

pengelolaan arsip baik di tingkat pusat maupun di daerah.

2) Terciptanya pedoman/standar/petunjuk pelaksana dari suatu Sistem

Pengelolaan Arsip.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Terlaksananya sosialisasi atas berbagai produk hukum pedoman/standar/
petunjuk tentang pengelolaan arsip di seluruh instansi pusat/daerah.
Terlaksananya pengelolaan arsip statis sejak pendataan, penataan,
penilaian, perawatan/perlindungan dan terselenggaranya layanan kearsipan
secara nasional.

Terlaksananya hubungan kerja sama teknis dengan seluruh instansi tingkat
pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan kearsipan secara
nasional.

Terlaksananya Penciptaan SDM Kearsipan di setiap instansi Pusat dan
Daerah melalui program dekonsentrasi kearsipan di pemerintah provinsi
sebagai upaya untuk mempercepat tersedianya SDM kearsipan di daerah.
Terlaksananya upaya penyelamatan dan pelestarian arsip serta
meningkatkan khazanah arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban
nasional dan akuntabilitas publik.

Tersedianya sistem jaringan informasi kearsipan nasional antara Arsip
Nasional Republik Indonesia dengan Lembaga Kearsipan Provinsi,
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Terwujudnya pendayagunaan arsip bagi kegiatan pemerintah dan

masyarakat luas.

Dengan demikian bertitik tolak dari Sasaran Pembangunan Bidang Kearsipan Jangka

Menengah Tahun 2004-2009, maka program prioritas pembangunan yang ingin

dicapai pada tahun 2009 secara garis besar adalah:

1. Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip/dokumen negara melalui

akuisisi/penarikan arsip pilkada, arsip pemilu, penanggulangan arsip akibat

bencana (task force), digitalisasi dan reformating arsip statis;

2. Terlaksananya pengadaan kendaraan “Layanan Masyarakat Sadar Arsip” bagi

Badan/Kantor Arsip Daerah Prvovinsi/Kab/Kota;

3. Terlaksananya Penyusunan Naskah Arsip Citra Daerah dan Arsip Citra

Nusantara;

4. Terlaksananya implementasi Sistem Kearsipan Statis, Jaringan Informasi

Kearsipan Nasional, Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi di
ANRI dan Badan/Kantor Arsip Daerah;
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2.2

10.

11.

12.

13.

Terlaksananya pengadaan CCTV, peralatan ora/ history room, serta
pengamanan arsip dengan sistem barcode;

Terlaksananya lanjutan pembangunan Gedung Pengolahan dan Diorama
Sejarah Perjalanan Bangsa;

Terlaksananya penyempurnaan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan SDM melalui pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan aparatur, diklat fungsional, diklat teknis, pemberian
bantuan beasiswa S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri;
Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Kearsipan, baik di tingkat pusat
maupun daerah melalui APBN ANRI dan dana dekonsentrasi di daerah provinsi
untuk mempercepat pembinaan dan penyediaan tenaga kearsipan (arsiparis);
Terlaksananya akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan kearsipan dan diklat
kearsipan pada instansi pusat dan pemerintah provinsi;

Terlaksananya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan kearsipan
melalui bimbingan, konsultasi, supervisi bidang kearsipan tingkat pusat dan
daerah.

Tersusunnya Rencana Strategis Bidang Kearsipan Tahun 2010-2014 sebagai
kelanjutan Rencana Strategis Tahun 2004-2009;

Terciptanya layanan prima kepada masyarakat khususnya di lingkungan desa,

dengan adanya program “Arsip Masuk Desa”.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2009

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan

tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab

kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif

yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis

maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan

demikian, Penetapan kinerja Kepala ANRI Tahun 2009 pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
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kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2009 merupakan dokumen yang menyajikan

sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2009 sebagaimana telah

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 01B

Tahun 2009 tentang Rencana Kinerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia

Tahun 2009. ANRI telah membuat penetapan kinerja tahun 2009 sesuai dengan

kedudukan, tugas dan fungsinya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2009. Rencana kinerja ANRI Tahun

2009 yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat dilihat pada tabel 1

melaksanakan Penyusutan
Arsip sesuai JRA

berikut ini:
Tabel 1
PENETAPAN KINERJA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2009
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
I. Terwujudnya Pengelolaan  Arsip | 1 Persentase Penyelesaian | 62,5 % 3.200.000.000
pengelolaan arsip | Dinamis Baik Secara Pembentukan UU Kearsipan
dinamis yang utuh, | Manual Maupun oleh DPR
autentik dan andal di | Elektronik
Lembaga Negara dan 2 Jumlah NSPK yang | 1 Perpres, 450.500.000
Lembaga Pemerintah disahkan menjadi | 6  Perka
sebagai tulang peraturan kearsipan ANRI
punggung manajemen 3 Persentase Lembaga | 80 % 3.112.428.000
pemerintahan dan Negara dan Lembaga
pembangunan,  bukti Pemerintah Lembaga
akuntabilitas  kinerja kearsipan yang telah
organisasi dan alat menyelenggarakan
bukti sah kearsipan dinamis sesuai
dengan NSPK  Bidang
Kearsipan
4  Persentase Lembaga | 80% 222.132.000
Negara dan Lembaga
Pemerintah Yang

5 Jumlah Pengkajian dan | 6 laporan
pengembangan kearsipan,
baik konvensional maupun
elektronik yang dapat

1.383.100.000

pedoman/prosedur, kriteria
kearsipan  statis, baik
konvensional maupun
elektronik yang dapat
diimplementasi

dijadikan acuan
penyusunan NSPK
kearsipan dinamis
6 Jumlah standar, | 6 pedoman 882.349.000
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NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN
Jumlah SDM Kearsipan | 1.710 8.878.207.000
yang memadai dan | orang
berkompeten

II. | Terwujudnya Program Pengelolaan Persentase Lembaga | 80% 4.629.910.000

pelestarian arsip | Arsip Statis, Baik kearsipan yang telah
sebagai memori kolektif | Secara Manual menyelenggarakan
dan jati diri bangsa | Maupun Elektronik kearsipan statis sesuai
dalam kerangka Negara dengan NSPK Bidang
Kesatuan Republik Kearsipan
Indonesia
Jumlah Finding Aids yang | 11 1.402.331.000
dihasilkan sebagai guide | inventaris
pencarian kembali arsip
Jumlah Laporan pengkajian | 4 laporan 681.460.000
dan pengembangan
kearsipan, baik
konvensional maupun
elektronik yang dapat
dijadikan acuan dalam
penyusunan NSPK
Kearsipan statis
Program Jumlah instansi pusat yang | 10 instansi 1.150.000.000
Penyelamatan dan menyerahkan arsip statis
Pelestarian ke ANRI
Arsip/Dokumen
Jumlah Arsip Statis yang | 30.000 995.817.000
dipreservasi dan | lembar
dialihmediakan
III. | Terwujudnya Program Persentase Lembaga | 80% 4.235.250.000
penyediaan akses | Pengembangan Kearsipan Daerah dan
kepada publik untuk | Sistem Jaringan Lembaga Kearsipan lainnya
kepentingan Informasi Kearsipan yang telah dibina sebagai
pemerintahan, anggota jaringan
pembangunan, Pendayagunaan Jumlah Pengguna Arsip | 2.500 250.200.000
penelitian dan ilmu | Arsip Sebagai statis orang
pengetahuan untuk | Sumber Informasi
kesejahteraan  rakyat Jumlah Penerbitan dan | 8 naskah 800.000.000
sesuai peraturan pameran arsip dan 5
perundang-undangan pameran
dan kaidah-kaidah Jumlah akses arsip statis | 1 laporan 547.738.000
kearsipan demi pada ANRI dan lembaga
kemaslahatan bangsa kearsipan daerah dalam
JIKN
Jumlah  Instansi yang | 10Instansi | 10.018.090.000
memanfaatkan  Layanan
Jasa Kearsipan ANRI
Peningkatan Tersedianya Laporan | 2 Laporan 1.891.331.000

Pengawasan Bidang
Kearsipan

Keuangan dan Laporan
Kinerja secara tepat waktu
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BAB 111
CAPAIAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2009

Selama Tahun 2009 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan
sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja ANRI. Pengukuran, evaluasi
dan analisis yang disajikan dalam LAKIP ini lebih fokus pada realisasi sasaran dan
bukan pada realisasi kegiatan. Secara umum ANRI telah berhasil melaksanakan
tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, ini
dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja, baik makro maupun mikro, yang
ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan)yang diinginkan dengan realisasi kinerja
(performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis
terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta
tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama
bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang
sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang utuh, autentik dan
andal di Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah sebagai tulang
punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, bukti
akuntabilitas kinerja organisasi dan alat bukti sah

Indikator kinerja, target dan realisasi sasaran dapat digambarkan sebagai

berikut:
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
%
Persentase = Penyelesaian  Pem- | 62,5 % 62,5 % 100
bentukan UU Kearsipan oleh DPR
Jumlah NSPK yang disahkan menjadi | 1 Perpres, 1 RPP 75%
peraturan kearsipan 6 Perka ANRI | 6 Perka
Persentase Lembaga Negara dan | 80 % 86,67% 108
Lembaga Pemerintah yang telah
menyelenggarakan kearsipan dinamis
sesuai dengan NSPK Bidang
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INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN
%
Kearsipan
Persentase Lembaga Negara dan | 80% 78 % 97,5%
Lembaga Pemerintah yang
melaksanakan penyusutan arsip
sesuai JRA
Jumlah Pengkajian dan | 4 laporan 4 Laporan 100
pengembangan kearsipan, baik
konvensional maupun elektronik
yang dapat dijadikan  acuan
penyusunan NSPK kearsipan dinamis
Jumlah norma, standar, | 6 pedoman 6 Pedoman 100
pedoman/prosedur, kriteria kearsipan
dinamis dan statis, baik konvensional
maupun elektronik yang dapat
diimplementasi
Jumlah SDM  Kearsipan vyang | 1.710 orang | 2.3660rang 138,36
memadai dan berkompeten

3.1.1.1. Pembentukan Peraturan Perundang Kearsipan

Sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam tataran administrasi
pemerintahan, perubahan lingkungan strategis dan perkembangan
teknologi informasi serta sejalan dengan semangat otonomi
daerah, maka ANRI menyusun Rancangan Undang-undang
Kearsipan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

Dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan arsip dinamis di
setiap lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam
rangka terwujudnya ketatalaksanaan aparatur yang efektif dan
efesien, peningkatan akuntabitas kinerja aparatur, efektif
pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, aparatur
yang bersih dan berwibawa, untuk menyelamatkan bahan bukti
pertanggungjawaban nasional dan perlindungan hukum dan
proses peradilan serta sebagai upaya penyelamatan memori
bangsa, dilaksanakan melalui pembentukan instrumen hukum
berupa finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan
dan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.

Penyusunan RUU Kearsipan sebagai revisi UU No 7 Tahun 1971
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3.1.1.2.

telah menghasilkan Naskah RUU Kearsipan yang dibahas bersama
antara pemerintah dengan DPR-RI. RUU tersebut disetujui untuk
ditetapkan menjadi Undang-Undang Kearsipan dalam Rapat
Paripurna DPR RI tanggal 28 September 2009 dan disahkan oleh
Presiden RI pada tanggal 23 Oktober 2009 menjadi Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009.

Jumlah NSPK yang Disahkan Menjadi Peraturan Kearsipan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
yang pada awalnya merujuk kepada Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1971, ternyata dalam materi Undang-undang
yang baru harus berbentuk Peraturan Pemerintah, sehingga
kegiatan tersebut diarahkan untuk persiapan penyusunan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Arsip
Dinamis.
Sedangkan NSPK yang disahkan menjadi Peraturan Kepala ANRI
adalah: Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis
Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan, Peraturan Kepala ANRI
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non
Keuangan dan Non Kepegawaian, Peraturan Kepala ANRI
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolan Arsip
Pemerintah  Desa/Kelurahan, Peraturan Kepala  ANRI
Nomor 15 tentang Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis, Peraturan Kepala
ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala ANRI
Nomor 17 Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan JRA
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peraturan
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3.1.1.3.

Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya.

Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah yang telah
menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan
NSPK Bidang Kearsipan

Dalam rangka pembinaan kearsipan terhadap instansi pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, maka ANRI memberikan bimbingan
dan konsultasi kearsipan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan
kearsipan meliputi kesisteman, kelembagaan, SDM kearsipan
diseluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga dapat
menerapkan sistem kearsipan sesuai dengan standar dan kaidah
kearsipan, yang pada akhirnya arsip dapat diselamatkan.
Maksud dan tujuan dari pelaksanaan pembinaan kearsipan agar
dapat mengetahui tingkat keberhasilan atau kekurangan dalam
pengelolaan arsip di masing-masing instansi sehingga
memudahkan untuk dilakukan pembinaan selanjutnya secara
nasional. Pada tahun 2009 telah dilakukan bimbingan konsultasi
dan supervisi serta evaluasi kearsipan pada 32 pemerintah daerah
yang terdiri dari (1) wilayah Indonesia  Timur
sebanyak 13 pemerintah daerah, (2) wilayah Indonesia Tengah
sebanyak 10 pemerintah daerah, dan (3) wilayah Jawa Sumatera
sebanyak 9 pemerintah daerah dan 46 instansi pemerintah pusat
meliputi Departemen/LPND, Lembaga Tinggi Negara, Kementerian
Koordinator, Kementerian Negara dan Lembaga setingkat
dibawahnya.

Tabel 2
JUMLAH INSTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH YANG DIBINA OLEH ANRI
TAHUN 2008 DAN 2009

Tahun Perubahan
No Instansi
2008 2009 Naik | Turun %
1. Pusat 32 46 14 - | (+)43,75
2. Daerah 31 32 1 -1 (+)3,23
JUMLAH 63 78 15 - | (+)23,81

18



Sumber : Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI, Tahun 2009.

Dari sejumlah instansi pemerintah yang dibina oleh ANRI dapat
diketahui jumlah instansi pemerintah yang sudah menerapkan
sistem kearsipan. Perkembangan jumlah instansi yang sudah
menerapkan sistem kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah
instansi yang menerapkan sistem kearsipan merupakan indikasi
meningkatnya perhatian instansi dalam melakukan pengelolaan
arsip. Sebagai perbandingan jumlah instansi yang sudah
melakukan pengelolaan arsip pada tahun 2009 adalah
sebanyak 86 instansi atau naik sebanyak 13 instansi atau 17,81 %
dari tahun 2008 sebanyak 73 instansi. Sebagai ilustrasi
perkembangan jumlah instansi yang melakukan pengelolaan arsip

sesuai dengan kaidah kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
Tabel 3
JUMLAH INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
YANG TELAH MELAKUKAN PENGELOLAAN ARSIP
SESUAI DENGAN KAIDAH KEARSIPAN
DARI TAHUN 2008 S.D 2009
. Tahun Perubahan
No Instansi -
2008 2009 Naik | Turun %
1. Pusat 43 47 4 (+) 9,30
2. Daerah 30 39 9 - (+) 30
JUMLAH 73 86 13 (+) 17,81

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan ANRI, Tahun 2009.

Dari tabel 2 dan 3 diatas maka dapat dilihat bahwa dari jumlah
instansi yang dibina ANRI sebanyak 15 instansi pada tahun 2009,
dan 13 instansi (86,67%) diantaranya sudah menerapkan
pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan atau sasaran
jumlah lembaga negara dan lembaga pemerintah yang telah

menyelenggarakan kearsipan dinamis sesuai dengan NSPK Bidang
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3.1.1.4

Kearsipan sebesar 80 % dapat tercapai.

Selain itu untuk mengetahui apakah instansi tersebut sudah
melaksanakan pengelolaan arsipnya sesuai dengan standar
kearsipan dilaksanakan akreditasi kearsipan sebagai bentuk
penilaian terhadap instansi pengelola kearsipan. Kegiatan
akreditasi yang dilaksanakan dibedakan kepada akreditasi sistem
kearsipan elektronik, akreditasi lembaga dan unit kearsipan, dan
akreditasi penyelenggaraan diklat kearsipan.

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan pemantapan pelaksanaan
Akreditasi Lembaga Kearsipan pada 3 (tiga) Lembaga Kearsipan
Daerah (Bapusipda Jabar, BPA Sulsel, BAD Kaltim) dan 4 (empat)
unit kearsipan daerah (Sekwan DPRD Jabar, Dinas Praswil Jabar,
Pemkot Makassar, dan PT. Taspen Makassar). Dari lembaga dan
unit kearsipan di daerah yang telah dilaksanakan akreditasi
sebanyak 2 (dua) lembaga (Bapusipda Jabar dan BPA Sulsel) telah
memenuhi standar pengelolaan kearsipan.

Sedangkan untuk akreditasi Sistem Kearsipan Elektronik, baru
dalam tahap uji coba yang dilaksanakan pada 3 (tiga) Lembaga
Kearsipan Daerah Provinsi. Setelah tahap uji coba ini, diharapkan
Akreditasi Sistem Kearsipan Elektronik akan dapat diterapkan pada
tahun 2012.

Sementara itu untuk mendukung penyelenggaraan kearsipan,
perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Untuk
itu ANRI telah melaksanakan sertifikasi SDM Kearsipan baik di
pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat telah dilaksanakan di
Jakarta dengan peserta sebanyak 23 orang, dan 10 orang peserta
direkomendasikan ke tes praktik. Untuk di daerah, telah
dilaksananakan di Makassar dengan jumlah peserta
sebanyak 30 orang dengan hasil 9 (sembilan) orang peserta

direkomendasikan ke tes praktik.

Penyusutan Arsip Sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip
(JRA)

20



Melalui kegiatan pembinaan kearsipan maka diperoleh
pemahaman tentang pentingnya arsip, hal ini ditandai dengan
meningkatnya jumlah JRA pemerintah daerah dan instansi pusat
yang disusun dan telah mendapat persetujuan Kepala ANRI.
Pada tahun 2009 jumlah JRA yang dimintakan persetujuan Kepala
ANRI adalah sebanyak 8 JRA instansi Pusat dan 29 JRA instansi
daerah. Sedangkan pada tahun 2008, jumlah JRA yang dimintakan
persetujuan Kepala ANRI adalah sebanyak 7 JRA instansi Pusat
dan 23 JRA instansi daerah. Adapun JRA yang telah mendapatkan
persetujuan Kepala ANRI pada tahun 2008 adalah sebanyak
11 JRA instansi pusat dan 23 JRA Pemerintah Daerah meliputi JRA
Keuangan, Kepegawaian, Fasilitatif dan Subtantif. Jumlah yang
disetujui lebih besar dari yang diusulkan, karena merupakan
akumulasi dari usulan tahun sebelumnya yang belum dapat
diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2009 JRA yang mendapat
persetujuan Kepala ANRI adalah sebanyak 5 JRA instansi pusat
dan 18 JRA instansi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.

Tabel 4
PERBANDINGAN JUMLAH USULAN JRA DAN
JUMLAH JRA YANG DISETUJUI KEPALA ANRI
PADA TAHUN 2008 DAN 2009

. Tahun 2008 Tahun 2009
No Instansi
Usulan Disetujui % Usulan Disetujui %
1. Pusat 7 11 157 8 5 62,5
2. Daerah 23 23 100 29 18 62,1
JUMLAH 30 34 113 37 23 62,2

Sumber : Deputi Bidang Pembinaan ANRI Tahun 2009.

Setiap lembaga yang memiliki JRA dan menerapkannya dalam
pengelolaan arsip, maka akan mempunyai jadwal yang lebih pasti
untuk menyusutkan arsipnya. Dengan demikian arsip tidak banyak
menumpuk di unit pengolah karena arsip yang sudah memenuhi
jangka waktu simpannya dapat menuju ke tahapan selanjutnya
apakah akan disimpan, dipindahkan atau dimusnahkan.
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3.1.1.5.

Jumlah Instansi yang sudah mempunyai JRA sampai dengan
tahun 2009 adalah sebanyak 105 instansi dan 82 instansi sudah
melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan JRA yang dimiliki
atau sebesar 78%. Dengan demikian target 80% instansi
melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan JRA belum dapat
tercapai. Hal ini disebabkan sebanyak 23 JRA baru disetujui di
tahun 2009, sehingga baru bisa dipergunakan sebagai acuan
untuk tahun 2010. Sedangkan untuk JRA yang belum disetujui,
masih dalam tahap proses penyempurnaan terhadap konsep JRA
yang diajukan oleh instansi, yang selanjutnya dilakukan

persetujuan oleh Kepala ANRI.

Pengkajian dan pengembangan kearsipan, baik
konvensional maupun elektronik yang dapat dijadikan
acuan penyusunan NSPK kearsipan Dinamis

Pengkajian kearsipan dilakukan untuk mengetahui permasalahan
penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat maupun daerah
serta sebagai masukan untuk penyempurnaan sistem kearsipan.
Pengkajian kearsipan yang telah dilakukan adalah: Pengkajian
Arsip Sebagai Bukti Akuntabilitas Apartur, Pengkajian Arsip
Sebagai Alat Bukti Sah di Pengadilan, Pengkajian Pengamanan
Arsip Elektronik di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan
Pengkajian Sistem Pengelolaan Arsip yang dibuat dengan Aplikasi

Perkantoran yang dioperasikan di Internet.
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